
 

BUPATI PATI 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 24 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI  

PENGGANTIAN  BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK                                  

DAN AKTA CATATAN SIPIL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  PATI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 61         

ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (7), 

Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (3) dan             

Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi 

Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                             

Nomor 4400); 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia    Nomor 4736); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;  

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati  Nomor 21); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati  Nomor 44); 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 61); 

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 

Nomor 110); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.  

2. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Pati yang membidangi urusan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Pati. 

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi                        

urusan             Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

di Kabupaten Pati. 

6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 

adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 



7. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh SKPD 

yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, 

perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak. 

8. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari  Akta-Akta 

Pencatatan Sipil yang meliputi kutipan akta kelahiran, 

kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan 

akta kematian, dan kutipan akta pengakuan anak. 

9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentiangan orang pribadi atau badan. 

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan 

Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran 

atas Pelayanan Pembuatan KTP dan Akta Catatan Sipil yang 

dilaksanakan oleh SKPD. 

11. Wajib Retribusi adalah Penduduk yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi. 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

13. Surat Ketetapan Retribusi  Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi  yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi  yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi  yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

 

 



16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

Daerah. 

17. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau 

sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan retribusi  daerah. 

BAB II 

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN                      

FORMULIR PERMOHONAN 

Pasal 2 

(1) Formulir Permohonan untuk obyek retribusi disediakan oleh 

SKPD. 

(2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diisi oleh wajib retribusi atau orang yang diberi kuasa untuk 

pendaftaran dan pembayaran obyek retribusi. 

(3) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini 

BAB III 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  

Pasal 3 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang 

disediakan oleh SKPD. 

(2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan   

Bupati ini. 

 



Pasal 4 

(1) Petugas pemungut retribusi pada tempat pelayanan KTP dan 

akta pencatatan sipil berkewajiban mengisi SKRD dan 

menyampaikan salinannya kepada wajib retribusi atau orang 

yang diberi kuasa pada saat pemungutan retribusi. 

(2) Asli SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 

sebagai bukti dan dasar penerimaan retribusi. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT 

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran 

Pasal 5 

(1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada 

petugas penerimaan retribusi setelah berkas dan formulir 

pendaftaran obyek retribusi dinyatakan lengkap dan 

memenuhi persyaratan oleh petugas verifikator. 

(2) Pernyataan lengkap dan memenuhi persyaratan diwujudkan 

dalam bentuk paraf dari petugas verifikator. 

Pasal 6 

Retribusi yang telah diterima disetorkan ke Kas Daerah paling 

lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 

penerimaan. 

Pasal 7 

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan/penerbitan 

KTP dan Akta Pencatatan Sipil. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Angsuran Pembayaran Retribusi 

Pasal  8 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran 

Retribusi terutang secara angsuran. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Bupati oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan di sertai alasan yang jelas. 



(3) Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain 

yang di persamakan diterima oleh Wajib Retribusi. 

(4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi  

Pasal 9 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan 

pembayaran Retribusi terutang. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas 

waktu yang ditentukan berakhir. 

BAB V 

         TATA CARA PEMBERIAN  PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 10 

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat 

membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 

dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

Retribusi Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

dalam dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang 

jelas. 

(3) Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat : 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang 

terutang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah; 

b. mengurangkan atau membatalkan Kuitansi atau 

dokumen lain yang dipersamakan karena tidak benar;  



c. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi. 

BAB VI 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN                            

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 11 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memberikan keputusan 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, 

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap 

dikabulkan  

(4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, 

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan 

dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat 

(4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah 

bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai 

bukti pembayaran.                                             

BAB VII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila 

Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi 

daerah. 



(2) Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana 

dimaksud pada  ayat (1) tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(4) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang 

retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

BAB VIII 

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

Bupati  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji  

kepatuhan  pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. 

Pasal 14 

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan. 

BAB IX 

PENDELEGASIAN WEWENANG 

Pasal 15 

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk  

menandatangani:  

a. keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal : 

1. angsuran dan penundaan pembayaran retribusi; 



 

2. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif 

retribusi; 

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;  

4. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. 

b. pemberitahuan kepada Wajib retribusi atas persetujuan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat  

1 (satu) bulan kalender. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh 

Kepala SKPD. 

BAB XI  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Pati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12    Tahun 1999 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 

Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah 

Kabupaten Pati. 

                                                                      

Ditetapkan di  Pati 

                                                  pada tanggal 15 Maret 2012   

Pj. BUPATI  PATI, 

                                                               ttd 

Ign. INDRA SURYA 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 15 Maret 2012  

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  PATI,      

                    ttd 

                        DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 65 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 



Ir-AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOI\ilON?.4rnnUr.r zore
TENTANG PEDdMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDU.K DAN AISTAGATATAN EIPIL

FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

1. Harap diisi dengan huruf cetak dan mengundkan tinta hitam

2. Uhtuk kolom pilihan harsp memberi tanda silang (X) pada kotak pilihan

3. Setelah fonhulir ini diiei dan diserahkan kembali ke kantor Desa / Kelurahan

nl
tI
frl
r-rTT-t

A. Baru

RT I TT-I RW TT"TI KodePos tII il l

lcatn"t-l
lsuoervisor I

lveffi'-]

PEMERINTAH PROVINSI

PEfVI ERI NTAH KABU FATEN

KECAMATAN

KELTJRAHAN I DETA

PERMOHONAN KTP

1. Nanra

Z. trtq KK

3. NIK

4. Alamat

Paraf :

C. Penggantian

. . . ,.20..

Pemohon

B

Cap Jempol / Tanda tangan



lPerhatian ;

I 
t . H"rrp diisi dengan huruf cetak dan mengguna lcrn tinta hitam

12. Selelahformulirini diisi danditandatangani harapdiserahkankembali kekantorDesa/Kelurahan

PEMERINTAH PROPINSI

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

KELURAHAN i DESA

JENI$ PERMOHONAN

A. IKARTU KELUARGA( KK) BARU B. IMENUMPANG KARTU KELUARGA(KK}

A, PERfVIOHQNAN KARTU KELUARGA BARU

l. Karena Memb.entuk Rumah Tangga Baru 2. Kareha Kartu Keluarga Hilang/ Rusak 3. Lainnya

1. Nama Lenokao Pemohoii

2. No. KK semula *) diisi oleh petugas
3. NIK Pemohon KK

4. Alamat Pemohon

B. PERMOHONAN KARTU KELUARGA

a. Desa / Kelurahan

c. Kabupaten I Kota

Kode Pos

[]lr. tull-u ru**duurga dibawa pindah oteh Kepala Ketuarga 3. karpna pindah tempat tinggal

2. ka,rena Findah tempat Tinggql namun tiddk merhbawa Kartu Keluarga

2, No. Kl( Lama

DAFTAR ANGGOTA KELUARGA PEMOT{ON ( hanya diisi anggota kdluarga sda}

KETERANGAN

* Memberi tanda silang pada pilihan.kotak A atau B

Tanggal Pemasukan Data

rgr l--T-lern
Paraf Petugas Operator

Paraf

Mengetahui

Kepala desa/ lurah

NtP...



FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN M-l

Nama

Tempat / tanggal lahir
Umur
Pekerjaan

Status

Nama Ayah

Nama Ibu

Nama

Tempat I tanggal lahir
Umur
Pekerjaan

Status

Nama Ayah
Nama Ibu

WNI /ORANG
ASING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NOMOR AKTA 1............. r. o............. t............ r.... o. o.

NIK 1................. r..................... o...........

Dan

Memberitahukan dengan hormat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten

Pati, bahwa kami akan mencatatkan perkawinan dan meminta agar pemberitahuan ini dicatat serta diadakan
pengumuman seperlunya dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

l. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan
penghayatan kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;

2. Fotocopy KTP suami dan istri ( dilegalisir );
3. Fotocopy KK suami dan istri ( dilegalisir ) bagr WNI dan orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
4. Fotocopy SKTT suami dan istri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;

5. Fotocopy pasport suami dan istri bagi orang asingh pemegang izin kunjungan;
6. Fotocopy Kutipan akta kelahiran ( diligalisir );
7. Fotocopy KTP 2 orangsaksi;

8. Pasfoto 4x6 berdampingan 4 lembar;

9. Surat keterangan sehat dari puskesmas;

10. Surat keterangan imunisasi dffiskesmas;
11. Asli suraV ak&a cerai bagi yang sudah pernah memiliki
12. Fotocopy Akta kematian suami/istri bagi yang sudah pernah menikah ( dilegalisir )
13. Surat kuasa bermaterai bagi pencatatan perkawinan yang diwakilkan

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat data yang tidak
benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

( ..,...............,....................... )

Pati,

1.

)

l.

2.

fF"PArwAKru

f-lr"RLAMBAr

TGL:. .BLN: .Thn:
PARAF

VERIFIKATOR



Warga Negara Indonesia I WargaNegara Asing

FORr$uLr+ UNTTJK PENCATATAT PEF,{q.WINAN
Hari : ... ..
Tanggal : ... ..
Jarn

anNo Pertanyaan Laki - laki Peremgu

I Nama

Tempat & Tgl. LahirlUmur
Agama / Kewarg anegaraan

Pekerjaan

Alarrrat

Stafus

Nama mantan suami/istri'

Anak-anak yafig akan disahkan

il J'{ama

Tempf,t & Tel. LafulUmur
Agama / Kewarganegdraan

Pekerjaan

Alamat

m Nama

Tempat & Tg1. LahklUmur
Agama / Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat

IV Nama

Tempat & Tg1. LahirlUmur
Aganrra / Kewarg anegarqan

Pekerjaan

Alamat



FORMULIR PERMOHONAI\I PENCATATAN PERCERAIAN

Wl\n /ORANG
ASING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NOMOR AKTA r........... o.r. i............,.,........ r.... r......
NIK 1............ r r.....:....... '.......................

/ ............tahn

Laki-laki / Perempuan*

tahun

tahun

Nama / umur

Pekerjaan

Alamat
NIK

L Naqa Yang dicatatkan :

1. Nama
2. Jenis kelamin

3. Tempat & Tgl Lahir
4. Agama lA"uk&

II. Orans tua :
A 1. Nama Ayah

2. Umur/pekerjaan

3. Tempat tinggal

B l Nama Ibu
2. Umur/pekerjaan
3. Tempat tinggal

IfI. Untuk metLenuhi pe$yaratan permohonan tertebut diatas bejsama ini kami lampirkan persyaratan:

1. Salinan / Fotocopy dilegalisir putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Kutipan akta perkawinan suami dan istri;
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
4. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat data

yang tidak benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

ket:
* coret yang tidak perlu

Pati,

Pemohon

1.

,
f']rrAr wAKru

[-]rrnr,AMBAT

TGL:...............,.BLN:............ r.. ..,...Thn:.
PARAF

VERIFIKATOR



FOR}IT'LIR PER]VIOHONAN PENDAFTARAN AKTA KELAI{IRAN

NOMORAKTA
NIK

1

2

3

0-60 HAR|

61 HARI- l Tahun

> 1 Tahun

PARAF

PETUGAS PIKET

KASYKASUBBAG

Mohon untuk dapat diterma pemohon pencatatan akta kelahiran dengan data sebagai berikut :

Nama Anak yang didaftarkan pencatatan akta kelahiran

1. Nama / Umur
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. TempaVTanggal lahir :

4. Agama i Anak ke
5. NIK

Nama orang tua dari anak yang didaftarkan ( Kandung / Angkat )

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Pekerjaan

Alamat
NIK

l. Nama ayah

2.Umw/pekerjaan
3. Tempat Tinggal
4. NIK

1. Nama ibu
2. Umur/pekerjaan

3. Tempat Tinggal
4. NIK

Saksi pertama

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

4. Alamat :

.tahun /

Saksi kedua

1. Nama
2. Umur
3. Pekerjaan

4. Alamat

Untuk permohonan pencatatan alcta kelahiran tersebut diatas kami lam[irkan persyaratan sebagai berikur :

1. Asli sutat Kelahiran dari desa / kelurahan lbidan;
2. Fotocopy surat nikah / surat cerai orang tua ( terligalisir / beserta aslinya )
3. Fotocopy rjasah bagi yang tamat minimal SD/I\,{I (( terligalisir / beserta aslinya )

(Untuk yang droop out/tidak lulus SDA4I mengunakan surat keterangan dari Kepala Sekolah)
4. Fotocopy kartu tanda penduduk ( KTP)
5. Fotocopy penetapan pengadilan negeri ( untuk permohonan yang lebih dad I (satu) Tahun.
6. Surat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (untuk kelahiran 6l hari s/d 1 tahun)
7. Surat Penetapan Pengadilan Negeri ( untuk permohonan yang lebih dari l(satu) tahun)

Demikian surat permohonan pencatatan Akta Kelahiran ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak
benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku

Pati,.......
Pemohon Pencatatan

Akta Kelahiran



FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK

r. fl rEPAr wAKTU

2.n TERTAn{BAT

IGL:.., ......... .....8LN1... ... ... ... ... ... ... Thnl..

PARAF

VERIFIKATOR aaaaaaatlaaaaa

WNI / ORANG

ASING

Yang bertanda tangan di

1. Nama / umur

2. Pekerjaan

3, Alamat

4. NIK

wah ini :ba

1.... ..tahun

I

2

3

4

fr.

A

Nqma vans dicatatkan,l

Nama

Jenis kelamin

Tempat & Tgl Lahir

Agama / Anak ke

Orags tu4K?4$ung:

l. Nama Ayah

2. Umur/pekerjaan

3. Tempat tinggal

1. Nama lbu

2. Umur/pekerjaan

Laki-laki I Perempuan

tahun

tahun

3. Tempat tinggal : Ds. ..... Kee . .....Kab.

m. Untuk meme-nuhi persyaratan permohonan tersebut diatas bersama ini kami lampirkan persyaratan:

1. Salinan / fotocopy diligalisasi Penetapan Pengadilan

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Fotocopy KK dan KTP pemohon bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

4. Fotocopy SKTM bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas

5. Fotocopy Kutipan Akta kawin / nikah bagi yang sudah kawin
6. Fotocopy Pasport bagi perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing ke WNI

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat data
yang tidak benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

ket:

; coret yang tidak perlu

Pati,

Pemohon



FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAFI PENGAKUAN ANAK

l. l:-l rEPAr wAKru

z. fl TERTAnIBAT

fGL:... ... -. ... .....BLN! r.. ... ... ... ... .., ..,Thn: r.. ... ... ... ..

PARAF

VERIMI(ATOR aa aaa araaaaaaaa3a aar aa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

WNI / ORANG

ASING

l. Nama / umur

2. Pekerjaan

3. Alamat

4. NIK

Melaporkan bahwa :

I. Nama Elng dicatatkan I

Nama

Jenis kelamin

Tempat & Tgl Lahir

Agama / Anak ke

fI. Orang tqa :
A l. Nama Ayah Biologis

yg Mengakui

2. Umur/pekerjaan

3. Tempat tinggal

B 1. Nama Ibu

2. Umur/pekerjaan

Laki-laki / Perempuan*

tahun

tahun

3. Tempat tinggal : Ds. ..... Kec . .....Kab.

III. Untuk,mer-ngnuhi persypratan pefmohonan tersebut diatas bersar$a iqi kalni lampjrkan persyaratan:

1. Surat pengantar dari RTIRW dan diketahui Kepala Desa / Lwah setempat

2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung

3. Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan

4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki
ijin tinggal tetap

5. Fotocopy SKTT ayah biologis dan ibu kandungbagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas

6. Surat kuasa bermaterai bagi permohonan pengesahan anak yang diwakilkan

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat data

yang tidak benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

kel:
* coret yang tidak perlu

Pati,

Pemohon



FORMULIR PERMOHONAN GANTI NAMA

l. fJ rEPAr wAKTU

2. f-l TERIAMBAT

fGL:... ... ...... .. '..8LN1... ... ... ... ... . r. ...Thn:..

PARAF

VERIrIKATOR arraraataaaaaaaaa ataaa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / umur

2. Pekerjaan

3. Alamat
4. NIK

1.... ..tahun

I. Nama sebelum perubahan I

1 Nama

2 Jenis kelamin

3 Tempat & Tgl Lahir

4 Agama / Anak ke

Laki-laki / Perempuan*

II. Nar4a petelah nerFbahan :
I Nama

2 Jenis kelamin

3 Tempat & Tgl Lahir
4 Agama / Anak ke

flf. Orans tua 4a4du+gl
A l. Nama Ayah

2. Umur/pekerjaan

3. Tempat tinggal

B l. Nama Ibu

2. Umur/pekerjaan

3. Tempat tinggal

Laki-laki / Perempuan*

fV. Untuk memenuhi persyaratan pefmghonan tersebut diatas bersama,ini kami lampirka.n persyaratan:

1. Salinan Penetapan Pengadilan

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Fotocopy KK dan KTP pemohon bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

4. Fotocopy SKTT bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas

5. Fotocopy Kutipan Akta kawin / nikah bagi yang sudah kawin
6. Surat kuasa bermaterai bagi permohonan perubahan nama yang diwakilkan

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat data
yang tidak benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

het:
* coret yang tidak perlu

Pati,

Pemohon

ORANG ASING

tahun

tahun



roRIvIuLrR PERMOHONAT{ PEr\CATATAN KE MAT rAlT

1.

)

ll*- ,l"PAf wArru

fJ"RLAMBAT

ORANG ASING
NONIOR:

NIK :

l.

2.

-J.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l.{ama / umur

Pekprjaan

Alamat

NTIK4.

Melaporkan bahwa:

l. Identitas Orans Asins vang telah Meningsal Dunia :

Nama

NIK : ..... ;......
Tempat & Tgl Lah.it . ... ..
Pekerjaan : ... ..
Nama Ayah

Nama Ibu : ,.. ..

Alamat : ... ..

ll. Tempat dan Waktu lVleninegal Dunia :

Pada hari

Tanggal : .....
Tempat Meninggal : ... ..

ru. Vntuk qenlenuhi perF)ra{atan permohonan tbrsebut di?Jas bersama ini kar?i la{nBirkan persyaratan:

1 . Surat ketera4gan kematian dari dokter/pararRedis bagi yang meninggalnya di tempat pelayanan

kesehatan;

2. Surat pernyataan meninggal bermaterai Rp. 6.000,- dari pernohon bagi ywrg meninggal tidak di

tempat pelay anan kesehatan I tanp a sepengetah van I dokter,/paramedi s;

3. Surat keterangan kernatian dari Desa / Kelurahan;

4 Fotocopy Kutipan AktB Kelahiran
5. Fotocopy KK dan KTPbagi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah wajib memiliki
6. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing yangmemiliki ijin tinggal terbatris

7. Fotocopy Pasport bagi Orang Asing yangmemiliki rlin kunjungan

demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabtlaterdapat data

yangtidak benar, makakami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yarlgberlaku.

@
corei yangtidak perlu

Pati, .

Pemohon

.)



FORMULIR PERiY{OHOI{AN I(UTIPAI{ KE-2 DAN SETNRUSNYA AKTA CAPIL

(KUTIPAN AKTA KELATIIRAN/IGMATIAN/PERKAWINANIPERCSRATAIWNNGAKUAN ANAK)

WNT I ORAI\G

ASING

NOMOR:

NIK :

r. I trrpAT wAKTU

z. f]*nLAMBAT

TGL:.. ...8L1\1. .;Thn;.
PARAF

VERIFIKATOR

Yang bertanda tangan di

1. Narna / umur
2. Pekerjaan

3. Alamat
4. I{IK

Melaporkan bahwa :

Narna

Jenis kelamin
Tempat & Tgl Lahir
Agama / Anak ke

n. Ora{re tua :

A 1. Nama Ayah

2.rJmurlpekerjaan
3. Tempat tinggal

I. F{ama WNI va+e dinghonkad..kutipan kp:2 dan seterusnya:

: Laki-laki/ Perempuan

:Ds

Patr, .

Pe

.. Kab.

mohon

B 1. Nama Ibu
2 Umurlpekerjaan :

3. Tempat tinggal : o,

UI. Untuk memenuhi pers)'a{atan permohon4n tersqbut diatas bersama ini kami laqrpirka.n persyaratan:

1. Kutipan Akta Kelahiran bagi yang dikarenakan rusak;

2. Surat Keterangan hilang dari kepolisian bagi yang dikardnakan hilang;
3. Fotocopy Dokumen pendukung lainnya.

demikian $urat pormohonan ini kami buat detrgan sebenarnya dan apabila terdapat data

yang tidak benar, maka kami sanggup diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Esg
; coret yang tidak perlu

P4,TI PAT{,

r/rn ,,, r

Ign. INDRA SURYA

)



:  PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2012

A. Cetak KTP Elektronik (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 20.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

B. Cetak KTP Elektronik (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 90.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

Kode Rekening *)

.......................................................

.......................................................................................................................

Biaya cetak e-KTP (WNI)

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 20.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

LAMPIRAN II 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL               

.......................................................................................................................

( Duapuluh ribu rupiah)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 90.000,-

( Sembilanpuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya cetak e-KTP (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /



C. Cetak KK (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 10.000                                                          

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

D. Cetak KK (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 45.000                                                          

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

NIP.

Mengetahui,

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

.......................................................................................................................

Kode Rekening *)

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

Biaya cetak KK (WNA)

.......................................................

( Empatpuluh lima ribu rupiah)

.......................................................................................................................

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Telah menerima uang sebesar Rp. 45.000,-

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

.......................................................................................................................

Biaya cetak KK (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,-

( Sepuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................



E. Akta Perkawinan (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 30.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

F. Akta Perkawinan (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 300.000                                       

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 30.000,-

( Tigapuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Perkawinan (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,-

( Tigaratus ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Perkawinan (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................



G. Akta Perceraian (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 200.000                                       

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

H. Akta Perceraian (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 500.000                                       

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,-

( Duaratus ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Perceraian (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-

( Limaratus ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Perceraian (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................



I. Akta Pengakuan Anak (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 10.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

J. Akta Pengakuan Anak (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 50.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,-

( Sepuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Pengakuan Anak (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,-

( Limapuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Pengakuan Anak (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................



K. Akta Pengesahan Anak (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 10.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

L. Akta Pengesahan Anak (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 50.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,-

( Sepuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Pengesahan Anak (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,-

( Limapuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Pengesahan Anak (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................



M. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing 

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 100.000                                       

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

N. Akta Kematian (WNI)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 10.000                                         

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,-

( Seratus ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Ganti Nama Bagi WNA

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,-

( Sepuluh ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Kematian (WNI)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................



O. Akta Kematian (WNA)

1.

2.

3. dari Nama :

Alamat :

4. Sebagai pembayaran :

Jumlah 

(Rp.)

4 1 2 0 1 0 3 100.000                                       

5. Tanggal diterima uang :

Pembayar / Penyetor

.......................................

NIP.

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ....................

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  ..........................................................................

Telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,-

( Seratus ribu rupiah)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembantu

......................................

Biaya Cetak Kutipan Akta Kematian (WNA)

Kode Rekening *)

.......................................................

Mengetahui,



TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL               


